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MODUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DAN UPAYA 
PENANGGULANGANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 KELAS II A DENPASAR
Oleh:
Ni Putu Noni Suharyanti1 
ABSTRACT
The emergence of law’s fact about convicted criminal who involved in drugs crime 
case as a certain intention by the government, especially for law enforcer in order to 
sterilize the prison from the drugs. In Bali, the drugs smuggling into prison is even been 
occur in prison Class II A Denpasar, which found the kinds of drugs such as marijuana 
or methamphetamine in prison block. From the investigation of that case, in fact there is a 
certain modes which is used in order to the drugs can be enter to the prison. Therefore, it 
is important to study in depth about the drug smuggling and the mitigating effort in Prison 
Class II A Denpasar. The method which is used empirical law research with descriptive 
qualitative research. The data consists of primary data and secondary data. The technique 
of collecting data which is used the document study and interview technique. The technique 
of determine the sample used “non probability sampling”. The result found that mode that is 
used to smuggling the drug into prison in  vary such as : put inside the food, drink, threw the 
drugs from the outside, send a boy to delivered the food, etc. The effort that has been done 
by the Prison officer in Class II A Denpasar in mitigating the smuggling drug into prison 
by optimizes the preventive effort and repressive effort. Preventive effort was tighten the 
security and pacification in prison’s gate, sweeping in convict’s room, check every goods 
accurately which is entered into prison, and etc. However, the repressive effort was reported 
the smuggling or the convict who involved to the Police officer to get further law process. 
Key words: drug smuggling, mode, mitigating effort, prison
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Definisi sosial kejahatan adalah perilaku 
ant sosal sebagamana dkemukakan Robert 
M. Bohm dan Keth N. Haley yatu “a typical 
social definition of crime is behaviour that 
violates the norms of society, or more simply 
antisocial behaviour”2  (definisi sosial yang 
khas dar kejahatan adalah perlaku yang 
melanggar norma-norma masyarakat, atau 
lebh sederhana perlaku ant sosal). Dewasa 
n, kejahatan tumbuh dan berkembang 
2 Robert M. Bohm dan Keth N. Haley, 2007, 
Introduction to Criminal Justice, McGraw-Hll, New 
York, h. 31.
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mengkut dnamka masyarakat dan 
pembangunan sepert yang dungkapkan 
oleh H.R Abdussalam dan DPM Stompul 
dmana “bertambahnya masyarakat dan 
gencarnya pembangunan, maka kejahatan 
akan semakn menngkat”.3  Muncul dan 
berkembangnya berbaga bentuk kejahatan 
dengan berbaga modus operand atau 
dmens baru, tdak terlepas dar pengaruh 
dnamka masyarakat dan pembangunan, 
khususnya pembangunan d bdang 
perekonoman serta lmu pengetahuan dan 
teknolog (IPTEK). Pesatnya IPTEK dan 
semakn mengglobalnya duna menyebabkan 
kejahatan yang berdmens lntas negara 
(transnational crime) sepert peredaran 
gelap narkotka semakn kompleks dan 
tngg ntenstasnya d Indonesa, sehngga 
permasalahan peredaran gelap narkotka 
telah menjad perhatan duna nternasonal.
 Ketentuan hukum nasonal tentang 
tndak pdana narkotka datur dalam UU 
RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotka. 
Pembentukan UU n dapat dkatakan 
sebaga salah satu bentuk reformas d 
bdang hukum pdana khususnya dalam hal 
pemberantasan tndak pdana narkotka, 
karena danggap lebh kompleks dalam 
hal pengaturan sanks pdana, msalnya 
mengena ancaman sanks pdanayang jauh 
lebh berat jka dbandngkan dengan UU 
sebelumnya. Meskpun demkan, pada 
kenyataannya narkotka mash tetap beredar 
d masyarakat, bahkan dlakukan dengan 
berbaga modus operand baru dan canggh 
oleh para pelakunya.
 Apabla dcermat secara mendalam, 
akar permasalahan menngkatnya ntenstas 
kasus tndak pdana narkotka d Indonesa 
sebenarnya berawal dar maraknya aktvtas 
penyelundupan narkotka. Berbaga perstwa 
penyelundupan narkotka yang terjad d 
Indonesa, membuktkan bahwa saat n 
Indonesa sudah menjad pasar potensal 
untuk memperdagangkan narkotka. 
Berbaga jalur transportas, bak darat, laut, 
dan udara dmanfaatkan sebak mungkn 
oleh pelaku untuk dapat menyelundupkan 
narkotka ke Indonesa. Para penyelundup 
narkotka mampu memanfaatkan celah, 
stuas, dan konds d Indonesa, sehngga 
aparat penegak hukum harus bekerjasama 
dengan berbaga phak dalam mencegah 
dan memberantas secara tuntas masuknya 
narkotka ke Indonesa.
 Bal yang terkenal dengan kendahan 
wsatanya, saat n telah menjad pasar 
potensal bag perdagangan gelap narkotka 
oleh para sndkat narkotka nternasonal, 
dkarenakan Bal merupakan daerah strategs 
dan cukup dkenal sebaga salah satu 
destnas wsata terbak d duna. Beberapa 
anggota sndkat narkotka nternasonal 
yang tnggal d Bal melakukan kejahatan 
pencucan uang dar hasl bsns peredaran 
gelap narkotka tersebut, sehngga tdak 
mudah untuk mengungkap jarngan 
peredaran gelap narkotka karena manajemen 
dan pendanaannya yang sangat bagus dan 
sndkatnya yang beroperas dengan sangat 
rap dan rahasa.4  Hasl yang dperoleh 
3 H.R Abdussalam dan DPM Stompul, 2007, Sstem 
Peradlan Pdana, Restu Agung, Jakarta, h. 1.
4 Mawa News, 2 Jul 2012, Bal Pasar Potensal 
Sndkat Narkoba Internasonal, terseda d  webste 
http:// berta.mawanews.com, dakses pada tanggal 
14 Februar 2015.
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dar perdagangan gelap narkotka dapat 
mencapa angka mlaran hngga trlunan 
rupah, sehngga bsns tersebut tentu akan 
menark mnat banyak orang, mengngat 
semakn menngkatnya jumlah permntaan 
(demand) akan narkotka oleh para pengguna 
atau pengkonsums narkotka d Bal. 
Tnggnya angka konsumen narkotka d Bal 
menyebabkan para pengedar atau bandar 
narkotka akan menggunakan berbaga cara 
untuk dapat menyelundupkan narkotka ke 
Bal.
 Berkembangnya tndak pdana 
narkotka dengan modus operand yang 
tngg dan canggh telah mampu menjangkau 
berbaga kalangan dan usa, bahkan 
narapdana yang semestnya menjalan 
program pembnaan pun kut terjerumus ke 
dalam peredaran tersebut, bak tu sebaga 
penyalahguna maupun pengedar narkotka. 
Adanya narapdana yang terlbat dalam 
tndak pdana narkotka membuktkan 
bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
saat n danggap tdak sterl lag dar 
keberadaan narkotka. Narapdana tdak 
saja menyalahgunakan atau mengedarkan 
narkotka d dalam Lapas, akan tetap 
telah mampu menjad seorang pengendal 
peredaran gelap narkotka dar dalam 
Lapas dengan bantuan alat komunkas 
(handphone), menggunakan tenaga kurr 
narkotka d luar Lapas untuk membantu 
melancarkan peredaran gelap narkotka.
 Mencermat persoalan d atas, 
permasalahan narkotka seakan-seakan 
semakn sult untuk dberantas, apalag 
jka mampu menjangkau narapdana yang 
berada d dalam Lapas. Lapas yang berada 
dalam keadaan kelebhan kapastas (over 
capacity) adalah pemcu utama terjadnya 
kasus tndak pdana narkotka d kalangan 
narapdana.5  Berkenaan dengan persoalan 
over capacity, ada tga Lapas dan tga Rutan 
d Bal yang berada dalam keadaan over 
capacity yatu, Lapas Kelas II A Denpasar, 
Lapas Kelas II B Sngaraja, Lapas Kelas II 
B Tabanan, Rutan Kelas II B Ganyar, Rutan 
Kelas II B Klungkung, dan Rutan Kelas II B 
Negara. Lapas Kelas II A Denpasar dengan 
kapastas 323 orang tahanan dan narapdana, 
mengalam over capacity tertngg dengan 
jumlah 571 orang, dsusul dengan Lapas 
Kelas II B Tabanan (79 orang), Lapas Kelas 
II B Sngaraja (73 orang), Rutan Kelas II B 
Negara (52 orang), Rutan Kelas II B Ganyar 
(40 orang), dan over capacity terendah adalah 
Rutan Kelas II B Klungkung (16 orang).6 
Lapas Kelas II A Denpasar sebaga 
Lapas terbesar d Bal, akan menjad lokas 
peneltan terkat dengan permasalahan 
mengena modus penyelundupan 
narkotka ke dalam Lapas beserta upaya 
penanggulangannya.Dplhnya Lapas Kelas 
II A Denpasar sebaga lokas peneltan 
oleh penelt dkarenakan hampr 50% 
tahanan dan narapdananya berasal dar 
kasus tndak pdana narkotka. D sampng 
tu, berdasarkan nformas dan data awal 
yang penelt peroleh bahwasannya kasus 
tndak pdana narkotka pernah terjad d 
kalangan narapdana Lapas Kelas II A 
5 Achmad Rfa, 2014, Narkoba di Balik Tembok 
Penjara, Aswaja Pressndo, Yogyakarta, h. 17.
6 SDP, Desember 2014, Data Terakhr Jumlah Penghun 
per-UPT Pada Kanwl BalPerode Desember 2014, 
terseda d webste : http://smslap.ditjenpas.go.id, 
dakses pada tanggal 8 Januar 2015.
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Denpasar, dan beberapa kal percobaan 
penyelundupan narkotka dengan berbaga 
modus tertentu dgagalkan oleh petugas 
Lapas Kelas II A Denpasar. Oleh karena 
tu, pertmbangan-pertmbangan tersebut 
merupakan acuan atau dasar bag penelt 
dalam menyusun peneltan yang berjudul 
“Modus Penyelundupan Narkotika dan 
Upaya Penanggulangannya di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar”.  
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah 
dalam peneltan n, maka rumusan masalah 
yang dapat dkemukakan dalam peneltan 
n yatu sebaga berkut :
1. Apa saja modus-modus yangdgunakan 
oleh pelaku untuk menyelundupkan 
narkotka ke dalam Lapas, dalam 
katannya dengan kasus tndak pdana 
narkotka yang terjad d Lapas Kelas 
II A Denpasar ?
2. Apa saja upaya-upaya yang dlakukan 
oleh Lapas Kelas II A Denpasar 
dalam menanggulang penyelundupan 
narkotka ke dalam Lapas ?
1.3. Tujuan Penelitian
 Adapun tujuan dar dlaksanakannya 
peneltan n yatu :
1. Untuk mengetahu, memaham, 
dan menganalss secara mendalam 
mengena modus-modus yang selama 
n dgunakan oleh pelaku untuk 
menyelundupkan narkotka ke dalam 
Lapas, khususnya d Lapas Kelas II A 
Denpasar.
2. Untuk mengetahu, memaham,dan 
menganalss secara mendalam 
mengena upaya-upaya yang dlakukan 





Mengena jens peneltan, Ronny 
Hantjo Soemtro dalam Mukt Fajar ND 
dan Yulanto Achmad mengemukakan 
sebaga berkut:
 Peneltan hukum dapat dbedakan 
antara ; peneltan hukum normatf 
atau peneltan hukum doktrnal, yatu 
peneltan hukum yang menggunakan 
sumber data sekunder atau data 
yang dperoleh melalu bahan-bahan 
kepustakaan, dan peneltan hukum 
emprs atau peneltan hukum 
sosologs, yatu peneltan hukum yang 
memperoleh datanya dar data prmer 
atau data yang dperoleh langsung dar 
masyarakat.7 
Berdasarkan pembagan peneltan 
hukum d atas, maka peneltan tentang 
modus penyelundupan narkotka dan 
upaya penanggulangannya d Lapas Kelas 
II A Denpasar adalah peneltan hukum 
emprs, karena peneltan n berangkat 
dar pemkran bahwa Lapas sebaga tempat 
menjalan pembnaan ternyata tdak luput 
dar keberadaan narkotka. Hal n tentu 
7 Mukt Fajar ND dan Yulanto Achmad, 2007, Dualisme 
Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Unverstas 
Muhammadyah, Yogyakarta, h. 109.
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akan mengganggu proses pembnaan d 
dalam Lapas, sehngga ada kesenjangan 
antara das sollen  dengan das sen. Oleh 
karena tu, pentng bag penelt untuk 
mengetahu modus-modus yang dgunakan 
oleh penyelundup narkotka hngga mampu 
memasukkan narkotka ke dalam Lapas dan 
upaya-upaya yang dlakukan oleh Lapas 
Kelas II A Denpasar dalam menanggulang 
penyelundupan narkotka tersebut. 
2.2. Sifat Penelitian
Peneltan mengena modus 
penyelundupan narkotka dan upaya 
penanggulangannya d Lapas Kelas II A 
Denpasar adalah bersfat deskrptf kualtatf 
(bukan berupa angka-angka dengan rumus 
tertentu), yatu suatu peneltan yang bertujuan 
untuk menggambarkan mengena sfat-
sfat ndvdu, keadaan, maupun hubungan 
antara varabel satu dengan yang lan dalam 
hubungannya dengan permasalahan dalam 
peneltan n. 
2.3. Data dan Sumber Data
Data yang dpergunakan dalam 
peneltan n melput data prmer dan data 
sekunder. Adapun sumber data prmer dalam 
peneltan n berasal dar hasl wawancara 
yang mendalam dengan phak Lapas Kelas 
II A Denpasar, bak terhadap Kepala 
Lapas Kelas II A Denpasar, dan beberapa 
petugas Lapas Kelas II A Denpasar sepert 
petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga 
Pemasyarakatan (KPLP), petugas d bagan 
pelaporan dan tata tertb, dan petugas 
lannya yang terkat. Data sekunder dalam 
peneltan n adalah data yang bersumber 
dar peneltan kepustakaan, dalam artan 
data tdak dperoleh secara langsung dar 
sumber pertamanya, melankan bersumber 
dar data-data yang sudah terdokumenkan 
dalam bentuk bahan-bahan hukum, bak 
bahan hukum prmer maupun bahan hukum 
sekunder. Adapun data sekunder yang 
dmaksud yatu sebaga berkut :
a. Bahan Hukum Prmer
Bahan hukum prmer terdr dar 
beberapa peraturan perundang-undangan 
yang terkat dengan peneltan n, yatu UU 
RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotka, 
dan UU RI No. 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang 
dgunakan dalam peneltan n terdr dar 
lteratur atau buku-buku hukum dan juga non 
hukum yang berkatan dengan peneltan n, 
jurnal hukum bak jurnal nasonal maupun 
jurnal nternasonal, hasl-hasl peneltan, 
artkel atau karya tuls hukum yang termuat 
d meda nternet, dan pendapat para pakar 
hukum.
c. Bahan Hukum Terser
Bahan hukum terser, dmana dalam 
peneltan n dgunakan juga bahan hukum 
terser sepert kamus hukum. Berkatan 
dengan kamus hukum, Maureen F. Ftzgerald 
mengemukakan bahwa “legal dictionaries 
define legal terms and common words with 
special legal meaning”8  (kamus hukum 
mendefinisikan istilah hukum dan kata-
kata umum dengan art hukum khusus). 
8 Maureen F. Ftzgerald, 2007, Legal Problem Solving 
: Reasoning, Research, and Writing, Eds Keempat, 
LexsNexs, Canada, h. 111.  
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Oleh karena tu, dalam peneltan n 
penelt menggunakan kamus hukum agar 
mempermudah dalam mengartkan stlah-
stlah khusus yang dpergunakan dalam 
hukum. 
2.4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknk pengumpulan data yang 
dgunakan dalam peneltan n yatu :
a. Teknk Stud Dokumen
 Teknk stud dokumen merupakan 
teknk awal yang dgunakan dalam setap 
peneltan lmu hukum, bak dalam peneltan 
normatf maupun peneltan hukum emprs. 
Teknk stud dokumen n dlakukan dengan 
cara mengumpulkan bahan-bahan hukum 
bak prmer, sekunder, dan terser yang 
terkat dengan peneltan n.
b. Teknk Wawancara
Teknk wawancara merupakan salah 
satu teknk yang serng dan palng lazm 
dgunakan dalam peneltan hukum emprs. 
Dalam hal n, penelt telah menentukan 
beberapa nforman yang dapat menjad 
sumber dalam mengkaj permasalahan 
dalam peneltan n dengan menggunakan 
teknk wawancara terstruktur (dengan 
menggunakan pedoman wawancara 
(interview guide)) dan wawancara tdak 
terstruktur. Wawancara dlakukan kepada 
nforman kunc yang melput, Kepala Lapas 
Kelas II A Denpasar atau yang mewakl, 
petugas keamanan (KPLP) d Lapas Kelas 
II A Denpasar, petugas bagan pelaporan 
dan tata tertb d Lapas Kelas II A Denpasar, 
serta petugas lan yang terkat.
2.5. Teknik Penentuan Sampel 
Penelitian
Teknk sampel (teknk samplng) 
adalah prosedur yang dgunakan oleh penelt 
untuk mengumpulkan karakterstk dar 
suatu populas, meskpun hanya beberapa 
orang yang dwawancaranya.9  Adapun 
teknk penentuan sampel yang dgunakan 
dalam peneltan n adalah teknk non 
probability sampling, dmana dalam teknk 
pengamblan sampel n, tdak semua elemen 
dalam populas mendapat kesempatan yang 
sama untuk menjad sampel. Bentuk teknk 
non probablty samplng yang dgunakan 
adalah judgmental atau purposive sampling 
dan snowball sampling. Purposive sampling 
adalah penarkan sampel dlakukan 
berdasarkan tujuan tertentu, yatu dmana 
sampel dplh atau dtentukan sendr oleh 
penelt berdasarkan pertmbangan krtera 
dan sfat tertentu.10  Teknk n dgunakan 
dalam hal menentukan lokas peneltan 
yang relevan dengan permasalahan yang 
dtelt, sepert Lapas Kelas II A Denpasar. 
Sedangkan snowball sampling adalah 
teknk penarkan sampel yang ddasarkan 
pada rekomendas dar sampel sebelumnya. 
Sampel pertama yang dtelt dtentukan 
sendr oleh penelt dengan mencar 
key informan (nforman kunc) ataupun 
responden kunc yang danggap mengetahu 
tentang peneltan yang dlakukan oleh 
penelt. Adapun nforman kunc dalam 
9 H. Zanuddn Al, 2011, Metode Penelitian Hukum, 
Sinar Grafika, Jakarta, h.98.
10 Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian 
Hukum, Cet. III, Unverstas Indonesa, Jakarta (UI-
Press), (selanjutnya dsngkat Soerjono Soekanto I), h. 
196.
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peneltan n melput Kepala Lapas Kelas II 
A Denpasar dan petugas keamanan (KPLP) 
Lapas Kelas II A Denpasar.
2.6. Pengolahan dan Analisis Data
Teknk pengolahan data adalah kegatan 
merapkan data hasl dar pengumpulan data 
sehngga sap untuk dgunakan lalu kemudan 
danalss. Model analss yang dgunakan 
dalam peneltan n adalah model analss 
data kualtatf. Keseluruhan data-data 
yang terkat dengan modus penyelundupan 
narkotka dan upaya penanggulangannya 
d Lapas Kelas II A Denpasar akan dolah 
dan danalss dengan cara menyusun data 
secara sstemats dan selektf, kemudan 
djabarkan secara deskrptf analts dalam 
bentuk uraan-uraan yang dserta dengan 
penjelasan teor-teor hukum, sehngga 
nantnya dapat dperoleh gambaran serta 
kesmpulan yang jelas dar permasalahan 
yang dtelt.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Modus Penyelundupan Narkotika 
Dalam Kaitannya Dengan Kasus 
Tindak Pidana Narkotika yang 
Terjadi di Lapas Kelas II A 
Denpasar
Lapas Kelas II A Denpasar adalah 
salah satu Unt Pelaksana Tekns (UPT) 
Pemasyarakatan d Bal yang berada d 
lngkungan Kementeran Hukum dan Hak 
Asas Manusa. Lapas Kelas II A Denpasar 
berlokas d Jalan Gunung Tangkuban 
Perahu, Kerobokan Kelod, Kecamatan 
Kuta Utara, Kabupaten Badung, sehngga 
Lapas Kelas II A Denpasar lebh dkenal 
oleh masyarakat dengan sebutan Lapas 
Kerobokan. Pada awalnya, Lapas Kelas II 
A Denpasar memang berada pada bukota 
provns yakn d wlayah Pekambngan, 
Denpasar. Namun pada tahun 1977, gedung 
Lapas Kelas II A Denpasar mula dbangun d 
wlayah Kerobokan. Pada tahun 1983, Lapas 
Kelas II A Denpasar secara resm pndah 
dar wlayah Pekambngan (Denpasar) ke 
wlayah Kerobokan (Badung) dan mula 
dfungskan. Gedung bangunan Lapas Kelas 
II A Denpasar pada saat tu hanya terdr 
dar satu unt gedung kantor, dapur, tower, 
dan dua unt blok hunan.Lapas Kelas II A 
Denpasar kemudan semakn berkembang 
dan jumlah blok hunan  semakn bertambah 
serng dengan bertambahnya penghun 
Lapas, sehngga jumlah bangunan gedung 
Lapas Kelas II A Denpasar saat n terdr 
dar satu unt kantor, satu unt aula, satu unt 
dapur, satu unt polklnk, tga unt tempat 
badah, sarana lapangan olahraga, dan 14 
(empat belas) unt blok hunan. 
Sampa dengan perode Desember 
2014, jumlah keseluruhan tahanan dan 
narapdana d Lapas Kelas II A Denpasar 
adalah 865 orang, dmana 423 orang tahanan 
dan narapdananya berasal dar kasus tndak 
pdana narkotka, bak yang dlakukan oleh 
Warga Negara Indonesa (WNI) maupun 
Warga Negara Asng (WNA). Over capacty 
yang dalam Lapas Kelas II A Denpasar 
menyebabkan tdak ada pengkhususan 
blok hunan bag narapdana narkotka. 
D sampng tu, belum dfungskannya 
Lapas Khusus Narkotka yang dbangun 
d Desa Tga Bangl hngga saat n, juga 
menyebabkan tdak adanya blok khusus 
bag narapdana narkotka meskpun upaya 
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Pemerntah untuksegera mengoperaskan 
Lapas tersebut mash terus dlakukan.
Berbaga persoalan pun muncul akbat 
over capacity tahanan dan narapdana d 
Lapas Kelas II A Denpasar, mula dar 
kerusuhan, kerbutan, perkelahan, hgga 
persoalan tndak pdana narkotka d 
kalangan narapdana. Berkenaan dengan hal 
n, Gerald Lenwald dalam Josas Smon 
mengemukakan bahwa “persoalan besar 
penjara (prisons) dan tempat penahanan 
(jail) adalah overkapastas serus yang 
membuat tap program rehabltas menjad 
gagal sehngga pengamanan (security) dan 
keteraturan (order) menjad perhatan utama, 
bukan lag pada pembnaan (corrrection)”.11 
Segala persoalan yang terjad d dalam 
Lapas secara tdak langsung telah 
mengakbatkan terganggunya pelaksanaan 
program pembnaan apalag jka tndak 
pdana narkotka sudah mampu menjangkau 
narapdana d dalam Lapas. Kasus 
tndak pdana narkotka yang melbatkan 
narapdana Lapas Kelas II A Denpasar 
tdak hanya dlakukan d dalam Lapas, akan 
tetap juga d luar Lapas dengan melakukan 
pemufakatan jahat bersama phak lan sepert 
kurr narkotka d luar Lapas melalu alat 
telekomunkas padahal secara tegas telah 
dtentukan bahwa narapdana dlarang untuk 
memlk, membawa, dan/atau menggunakan 
alat elektronk d dalam Lapas.Namun 
dalam hal n, ruang lngkup peneltan akan 
terfokus pada permasalahan mengenatndak 
pdana narkotka d dalam Lapaskarena 
pembahasan permasalahan pertama terkat 
dengan modus penyelundupan narkotka ke 
dalam Lapas. 
Sepert yang telah dungkapkan 
sebelumnya, bahwa akar permasalahan 
terjadnya tndak pdana narkotka berawal 
dar adanya penyelundupan narkotka. Sama 
halnya dengan kasus narkotka yang terjad 
d dalam Lapas, awalnya juga bermula dar 
penyelundupan narkotka. Penyelundupan 
tersebut tdak hanya dlakukan oleh 
narapdana, namun para pengunjung yang 
datang membesuk narapdana, bahkan oleh 
oknum petugas Lapas tu sendr. Beberapa 
kasus tndak pdana narkotka yang pernah 
terjad d kalangan narapdana Lapas 
Kelas II A Denpasar, menunjukkan betapa 
cangghnya modus yang dgunakan oleh 
pelaku sehngga mampu menyelundupkan 
narkotka ke dalam Lapas meskpun telah 
dlakukan pengawasan dan penjagaan 
yang ketat oleh petugas. Pemerksaan dan 
sweeping pun sudah dlakukan oleh petugas 
secara rutn, akan tetap kasus tndak pdana 
narkotka d Lapas mash serng terjad.
Kata “modus” dartkan sebaga 
cara12, sedangkan “penyelundupan” berasal 
dar kata “selundup” yang artnya masuk 
dengan sembuny-sembuny atau dengan 
cara yang tdak sah.13  Penyelundupan 
berart perbuatan (hal, cara, dan sebaganya) 
menyelundup atau menyelundupkan 
(memasukkan dengan sembuny-sembuny 
atau secara gelap).14  Berdasarkan pengertan 
11 A. Josas Smon R, 2012, Budaya Penjara : Pemahaman 
dan Implementasi, Karya Putra Darwat, Bandung, h. 
19-20.
12 J.C.T. Smorangkr, dkk, 2000, Kamus Hukum, Snar 
Grafika, Jakarta, h. 99.
13 W.J.S. Poerwadarmnta, 2007, Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, Bala Pustaka, Jakarta, h. 1068. 
14 Ibd.
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tersebut, maka “modus penyelundupan” 
dmakna sebaga perbuatan atau cara untuk 
memasukkan sesuatu secara tdak sah atau 
melawan hukum. Oleh karena tu, art dar 
“modus penyelundupan narkotka” adalah 
cara memasukkan narkotka ke tempat-
tempat tertentu secara tdak sah (gelap) atau 
sembuny-sembuny.
Berdasarkan data yang penelt 
peroleh, bak melalu hasl penelusuran 
kasus percobaan penyelundupan narkotka 
maupun kasus tndak pdana narkotka 
yang pernah terjad d kalangan narapdana 
Lapas Kelas II A Denpasar, bahwa modus 
yang basanya dgunakan oleh pelaku untuk 
menyelundupkan narkotka ke dalam Lapas 
yatu :
1. Memasukkan narkotka ke dalam 
makanan, mnuman, pakaan, pasta 
gg, dan barang krman lannya.
2. Melemparkan narkotka dar luar 
tembok penjara.
3. Menyembunykan narkotka d dalam 
saku celana atau saku baju.
4. Menyembunykan narkotka d atas 
plafon blok hunan (penjara).
5. Memasukkan narkotka ke dalam tas 
atau bngksan.
Berdasarkan hasl wawancara yang 
penelt lakukan dengan Kas Mnkamtb 
Lapas Kelas II A Denpasar (Bapak 
Hermanus) pada tanggal 21 Januar 2015, 
bahwa modus atau cara-cara yang dgunakan 
oleh para penyelundup narkotka ke dalam 
Lapas beraneka ragam, namun modus baru 
yang dgunakan pelaku saat n yatu dengan 
mengrmkan barang krman melalu 
perantara anak kecl sehngga mampu 
mengelabuh petugas. Sampa saat n, 
pemerksaan d pntu masuk Lapas Kelas 
II A Denpasar mash dlakukan dengan 
cara manual. Tdak ada detektor narkotka 
maupun alat lannya yang dapat mengetahu 
keberadaan narkotka pada para pengunjung 
yang masuk maupun barang-barang 
krman kepada narapdana. Hal tersebut 
sesua dengan apa yang dsampakan oleh 
Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga 
Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas II A 
Denpasar (Bapak Wayan Agus Marda), 
yang dalam wawancaranya pada tanggal 21 
Januar 2015 mengungkapkan bahwa faktor 
penyebab masuknya narkotka ke dalam 
Lapas dsebabkan oleh beberapa faktor, 
sepert :
1. Mnmnya sarana dan prasarana 
penunjang keamanan, sepert tdak 
adanya alat-alat yang dapat mendeteks 
keberadaan narkotka dan obat-obat 
berbahaya lannya, sepert sensor dan 
mesn X-Ray.
2. Keterbatasan jumlah petugas yang 
menjaga blok hunan tahanan 
dan narapdana, sehngga tngkat 
pengamanan dan pengawasannya 
menjad tdak maksmal. Khusus untuk 
Lapas Kelas II A Denpasar, seluruh 
blok hanya djaga oleh tga orang 
petugas, sedangkan jumlah tahanan 
dan narapdana sudah mencapa kurang 
lebh 900 orang.
Mencermat modus-modus pelaku d 
atas, bahwa Lapas maupun aparat penegak 
hukum lannya harus terus berperan aktf 
mengupayakan tndakan preventf dan 
represf untuk menekan atau memutus 
Vol. 4, No. 1 : 112 - 125
121
Magister Hukum Udayana •  Me 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
jarngan peredaran gelap narkotka d 
kalangan narapdana karena apabla terjad 
pembaran, maka akan berakbat pada 
tdak efektfnya pelaksanaan UU RI No. 
12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
serta terhambatnya pemberantasan tndak 
pdana narkotka sebagamana yang telah 
dtegaskan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotka. Segala jens tndakan 
harus terus dupayakan untuk mensterlkan 
keberadaan narkotka d dalam Lapas. 
Pengawasan yang lebh melekat, bak yang 
sfatnya nternal maupun eksternal perlu 
terus dlakukan terhadap setap kegatan 
yang berlangsung d dalam Lapas atau Rutan. 
Ketegasan petugas Lapas atau Rutan dalam 
hal larangan penggunaan alat telekomunkas 
sepert telepon seluler (handphone) akan 
memnmalsr keterlbatan narapdana 
dalam tndak pdana narkotka.
3.2 Upaya Penanggulangan 
Penyelundupan Narkotika di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
A Denpasar 
Upaya penanggulangan kejahatan 
pada hakkatnya merupakan bagan ntegral 
dar upaya perlndungan masyarakat (social 
defence) dan upaya mencapa kesejahteraan 
masyarakat (social welfare). Secara 
umum, upaya penanggulangan kejahatan 
melput upaya penal (hukum pdana) dan 
non penal (d luar hukum pdana). Upaya 
penanggulangan kejahatan melalu jalur 
penal lebh mentkberatkan pada sfat 
represf (penndasan atau pemberantasan) 
sesudah kejahatan terjad, sedangkan jalur 
non penal lebh mentkberatkan pada sfat 
preventf (pencegahan atau penangkalan serta 
pengendalan) sebelum kejahatan terjad. 
G.P Hoefnagels dalam teor penanggulangan 
kejahatannya mengemukakan bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan dapat dtempuh 
dengan tga cara yatu :
1. Penerapan hukum pdana (criminal 
law application).
2. Pencegahan tanpa pdana (prevention 
without punishment).
3. Mempengaruh pandangan masyarakat 
mengena kejahatan dan pemdanaan 
lewat mass meda (influencing views 
of society on crime and punishment/
mass media).15 
 Terkat dengan upaya penanggulangan 
penyelundupan narkotka, Lapas Kelas 
II A Denpasar tetap mengoptmalkan 
upaya preventf (pencegahan) dan represf. 
Berdasarkan hasl wawancara yang penelt 
lakukan dengan Kas Mnkamtb Lapas 
Kelas II A Denpasar (Bapak Hermanus) 
bahwa untuk menanggulang masuknya 
narkotka ke dalam Lapas, petugas secara 
rutn melakukan nspeks mendadakan 
(sdak) dan sweeping ke blok-blok hunan 
maupun areal Lapas secara rutn dua kal 
dalam semnggu, namun jka dbutuhkan 
petugas akan melakukannya setap har. 
Apabla berdasarkan hasl pemerksaan 
dtemukan barang bukt berupa narkotka, 
maka narapdana beserta barang tersebut 
akan dnterogas kemudan dlaporkan 
15 G. Peter Hoefnagels, 1969, The Other Side of 
Criminology, h. 16-18 dkutp dar Barda Nawaw 
Aref, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana 
(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), 
Kencana Prenada Meda Group, Jakarta, h. 45.
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kepada phak yang berwajb untuk dproses 
secara hukum. Namun terkadang dtemukan 
narkotka tanpa penguasaan seseorang, 
sepert dtemukan tergeletak d sampng 
tempat sampah atau halaman tertentu 
sehngga petugaskesultan untuk melacak 
sapa pelakunya.Upaya preventf lan yang 
dlakukan untuk menanggulang masuknya 
narkotka yatu dengan memperketat 
penjagaan dan pengamanan d pntu masuk 
(portal) Lapas, serta memerksa secara 
saksama setap barang akan dbawa masuk 
ke dalam Lapas.
Upaya represf terhadap percobaan 
penyelundupan maupun penyelundupan 
narkotka dlakukan dengan melakukan 
penegakan hukum terhadap pelaku 
penyelundupan narkotka, bak tu 
narapdana, pengunjung, maupun oknum 
petugas yang terlbat melalu koordnas 
dengan phak yang berwajb. Hal tersebut 
ddasarkan atas ketentuan Pasal 17 Peraturan 
Menter Hukum dan HAM No. 6 Tahun 
2013 Tentang Tatb Lapas dan Rutan yang 
secara tegas menyebutkan bahwa “dalam hal 
pelanggaran yang dlakukan oleh narapdana 
atau tahanan dduga tndak pdana, Kepala 
Lapas atau Kepala Rutan meneruskan 
kepada nstans yang berwenang”. Hal n 
sesua dengan apa yang dsampakan oleh 
Kepala KPLP Lapas Kelas II A Denpasar 
(Bapak Wayan Agus Marda), dmana 
terkat dengan tahanan dan narapdana yang 
kedapatan membawa atau memlk barang-
barang terlarang sepert narkotka d dalam 
Lapas, petugas 
 Lapas atas perntah Kepala Lapas 
langsung mengadakan koordnas dengan 
phak yang berwajb tanpa tolerans atau 
teguran lsan terlebh dulu terhadap tahanan 
dan narapdana yang dduga melakukan 
tndak pdana narkotka. Sama halnya dengan 
para pengunjung Lapas yang kedapatan 
membawa narkotka, phak Lapas juga akan 
langsung mengkoordnaskannya dengan 
phak yang berwajb. Setelah melakukan 
koordnas, phak Lapas akan menyerahkan 
sepenuhnya wewenang kepada phak yang 
berwajb untuk melanjutkan proses hukum 
terhadap pelaku yang bersangkutan.
Upaya penanggulangan kejahatan 
menggunakan sarana pdana sangat pentng 
untuk mengefektfkan peraturan perundang-
undangan tentang narkotka, sepert yang 
dungkapkan oleh Soerjono Soekanto dalam 
teor penegakan hukum bahwa “penegakan 
hukum bukan berartpenegakan hukum 
bukanlah semata-mata berart pelaksanaan 
perundang-undangan, namun juga sebaga 
pelaksanaan keputusan-keputusan Hakm”.16 
Hal serupa dungkapkan oleh Woro 
Wnand dan Indra Rukmana yatu “sudah 
merupakan tugas bag hukum pdana untuk 
memungknkan terselenggaranya kehdupan 
bersama antar manusa, tatkala persoalannya 
adalah benturan kepentngan antara phak 
yang melanggar norma dan kepentngan 
masyarakat umum”.17  Terhadap narapdana 
yang terbukt melakukan tndak pdana 
16 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. XI PT 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disebut 
Soerjono Soekanto II), h. 7.
17 Woro Wnand dan Indra Rukmana Lukto, Penjatuhan 
Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba, Jurnal 
Hukum Vol. XIX, No. 19, Eds Oktober 2010, 
Fakultas Hukum Unverstas Narotama Surabaya, h. 
1.
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narkotka, dsampng dproses secara hukum 
juga akan menerma sanks admnstras 
berupa hukuman dspln karena danggap 
telah melanggar peraturan tata tertb Lapas. 
Oleh karena tndak pdana narkotka 
dkategorkan sebaga pelanggaran berat, 
maka narapdana yang bersangkutan dapat 
djatuh hukuman dspln tngkat berat, 
bak berupa tutupan suny palng lama 
enam har atau penadaan hak-hak tertentu 
dalam jangka waktu tertentu sesua dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
(rems, pembebasan bersyarat, asmlas, 
cut bersyarat, cut mengunjung keluarga, 
dan hak yang lannya). Dalam memberkan 
tndakan dspln atau menjatuhkan 
hukuman dspln, petugas pemasyarakatan 
wajb memperlakukan narapdana yang 
bersangkutan secara adl dan tdak bertndak 
sewenang-wenang serta mendasarkan 
tndakannya pada peraturan tata tertb Lapas 
yang berlaku. 
IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan latar belakang, rumusan 
masalah yang dperoleh, serta pembahasan 
yang dlakukan, maka smpulan yang dapat 
dkemukakan dar hasl peneltan n yatu 
sebaga berkut :
1. Penyelundupan narkotka ke dalam 
Lapas Kelas II A Denpasar selama 
n tdak hanya dlakukan oleh 
narapdana, tetap para pengunjung 
yang datang membesuk narapdana, 
bahkan pernah dlakukan oleh oknum 
petugas Lapas tu sendr. Modus 
yang dgunakan dalam penyelundupan 
narkotka beraneka ragam, mula dar 
memasukkan narkotka ke dalam 
makanan, mnuman, pakaan, pasta 
gg, dan barang krman lannya, 
menyembunykan narkotka d dalam 
saku baju atau celana, d atas plafon 
blok hunan (penjara), melemparkan 
narkotka dar luar tembok penjara, 
dan memasukkan narkotka ke dalam 
tas atau bngksan. 
2. Penanggulangan terhadap 
penyelundupan narkotka oleh Lapas 
Kelas II A Denpasar dlakukan dengan 
mengoptmalkan upaya preventf dan 
represf. Upaya preventf dlakukan 
dengan mengadakan sweeping atau 
raza secara rutn d dalam blok 
hunan (penjara) maupun areal Lapas, 
memperketat pengawasan, penjagaan, 
dan pengamanan d pntu masuk 
(portal) Lapas, dan memerksa secara 
saksama setap barang krman yang 
akan dbawa masuk ke dalam Lapas. 
Upaya represf dlakukan dengan 
berpartspas aktf dalam hal pelaporan 
terkat adanya dugaan tndak pdana 
narkotka d dalam Lapas. Setap 
pelaku yang dduga melakukan tndak 
pdana d dalam Lapas akan dlaporkan 
kepada phak yang berwajb, untuk 
dproses secara hukum.  
2. Saran
1. Kepada Lapas, dharapkan agar terus 
berpartspas aktf dan bekerjasama 
dalam menanggulang tndak 
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pdana narkotka mengngat modus 
penyelundupan narkotka saat n 
yang semakn canggh. D sampng 
tu, penambahan personel petugas 
keamanan d Lapas dharapkan relevan 
dengan jumlah tahanan dan narapdana, 
sehngga dapat mengoptmalkan 
pengawasan d dalam Lapas.
2. Kepada Pemerntah, dharapkan agar 
selalu mengupayakan strateg untuk 
mencar solus atas permasalahan over 
capacity d Lapas dan Rutan, karena 
persoalan over capacity secara tdak 
langsung akan menmbulkan dampak 
negatf yang akan mengganggu 
pelaksanaan program pembnaan 
kepada narapdana. Ketersedaan alat-
alat yang dapat mendeteks keberadaan 
narkotka, sepert detektor narkotka 
dan X-Ray juga sangat dperlukan 
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